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‘ Abstrak

Penaltian ini mengarahkan untuk memben kelerangan ampins dan ménguj dampak
Feruembubzn Ekonam (POREB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokast Umum (DALY
dan Dana Alckesi Khusus [DAK) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Medal dengan
menggunakan pooled data, Objgk penelifian adalah ksbupaten — kabupaten di propins
Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah dala dari tahun 2007 — 2008 yang diparoleh
dari BPS, situs difjen perimbangan keuangan pamenntah daerah dan dengan mendatang
kabupaten yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 56,4 3%
belana modal dipengaruhi oleh periumbuhan ekonomi, pendapatan asli dagrah, dana alokasi
umum dan dana alokasi khusus, sedangkan 43 6 % sisanya dijelaskan oleh faktar lain yang
| tidak ditelit dalam penelitizn ini. Temuan penelitizn ini mendukung beberapa penelitian
| sebelumnya
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(Monomi daerah  berlaku di Indonesia berdasarkan UL 2271999
(direvisi menjadi U1 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan
dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Dacrah (Eksckutif) dengan lungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi
tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatit dan eksekutif terjadi hubungan
keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintaban,
peraturan  perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak
antara eksekutif, legislatif, dan publik,

Angearan daerah merupakan rencana keuvangan vang menjadi dasar
dalam pelaksanaan pelayvanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah
disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk
propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UL
2271999 (dan UL 3272004) melibatkan dua pihak: cksckutif dan legislatit,
masing-masing melalui sebuab tim atau panitiz anggaran, Adapun eksekutif
sebagni  pelaksana  operasionalisasi  duerah  berkewajiban membuat
drafUruncangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah
disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi angparan,

Penvusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara

eksekutif’ dan lepislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas &
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Plafon Anggaran vang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran
pendapatan dan anggaran belanja, Eksekutif membuat rancanpan APBD sesuai
dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang
kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajar dan dibabas bersama-
sama sebelum ditetapkan sebapai Peraturan Dacrah (Perda). Dalam perspektif
keagenan, hal imi merupakan bentuk kontrak (frcomplete comtracr), yang
menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh
eksekutif

Lingkup apgoaran menjadi relevan dan penting di lingkungan
pemeriniah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja
pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah  dalam  memberikan
pelavanan kepada masyvarakat, Selanjutnyva, DPRD akan mengawasi Kinega
pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan inl scsual dengan agency
theory vang mana pemerintah doerah sebagai agen dan DPRD scbagai
prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah
daerah menjadi relevan dan penting

Angparan sektor publik pemeriniah daerah dalam APBD sebenamya
merupakan owipwt  pengalokasian  sumberdava.  Adapun  pengalokasian
sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam  penganggaran  sektor
publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001), Keterbatasan sumberdaya sebagai
pangkal masalah wama dalam pengalokasian anpgaran sektor publik dapat
diatasi dengan pendekatan ilmu ckonomi melalui berbagai teori tentang teknik

dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure management
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5.1 Kesimpulan

Penelitian ini  bertuwjuan  meneliti  pengaruh  faktor-faktor
fundamental yaita pertumbuhan ekonomi {pertumbuhan PDRB), pendapatan
asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja
modal dalam  APBD. Pengujian pengaruh variabel independen lerhadap
variahel dependen digunakan persamaan regresi linear berganda (ordinmary
feast squere) dan menpgunakan data panel.

Pada pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi
secara normal, bebas  dand multikolinearitas,  heterokedastisitas dan
autokorelasi. Hasil pengujian  terhadap  hipotesis-hipolesis  menunjukkan
hahwa secara simultan wvarabel pertumbuban akonomi, pendapatan  ash
daerah, duna alokasi umum dan dana alokasi khusus  berpengaruh secara
signifikan  terhadap wvarabel belanja modal. Hasil pengupian  terhadap
hipotesis-hipotesis menunjukkan  hasil perhitungan statistik uji ¥ dengan
hasil nilai signifikansi sebesar 0,013 berada di bawah 005 yang berarli
secara simultan seluruh varabel independen tersebut berpengaruh signifikan
tethadup wvariabel belanja modal. Pengujian secara  parsial  variabel
mdependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa pertumbuhan
ekonomi (PDRB), pendapatan asli daerah, dana alokasi wmum dan dana
alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam AP,
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